BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757} ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851};

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten . i rh

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 590, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah '
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45039, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara ;
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor ©6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1
Seri E Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S179);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2012 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2013 Nomor 11);
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 20EHHG !

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2013;

33. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

34. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 91);

35. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013, terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 143.502.571.339,00
b. Dana Perimbangan Rp 907.042.678.471,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp  36.082.133.266,00
Jumlah Pendapatan Rp1.086.627.383.076,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 547.648.556.006,00
2) Belanja Bunga Rp 62.958.879,00
3) Belanja Subsidt Rp 0,00
#4) Belanja Hibah Rp 26.446.874.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 50.049.360.230,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp  36.807.350.952,00
8} Belanja Tidak Terduga Rp 890.760.840,00
Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp 661.905.860.907,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 67.174.322.026,00
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp 190.109.518.494,00
3} Belanja Modal Rp 148.222.973.774,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 405.506.814.294,00
Jumlah Belanja Rpl1.067.412.675.201,00

Surplus Rp 19.214.707.875,00




3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran tahun berkenaan

Rp 132.532.413.822,00
Rp 5.053.462.944,00
Rp 127.478.950.878.00

Rp 146.693.658.753,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakud dalam
pasal 1 dirinct lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi

Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 5

Peraturan Bupati Batang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan

Bupati Batang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Batang.

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI BATANG,

/M

YOYOK RIYO SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 42



